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Jaminan produk halal memiliki peran penting di Indonesia, terutama pada
produk pangan asal hewan seperti daging ayam yang kehalalannya sangat
ditentukan oleh proses penyembelihan. Untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan kepada masyarakat, pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi
halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha
potong ayam, khususnya di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, yang
belum memenuhi kewajiban memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut diduga
dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi sertifikasi
halal, prosedur pengajuan, serta anggapan bahwa proses pengurusan memerlukan
biaya dan tahapan yang rumit.

Fokus dan pertanyaan pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tingkat
Pemahaman Pelaku Usaha Potong Ayam di Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal? 2) Bagaimana Kesesuaian
Pelaku Usaha Potong Ayam terhadap Syariat Penyembelihan? 3) Bagaimana
Kesesuaian Pelaku Usaha Potong Ayam terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui
observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaku usaha potong ayam di
wilayah Kecamatan Karangrejo. Analisis data dilakukan secara induktif untuk
mendeskripsikan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal serta
kesesuaian syariat penyembelihan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha
potong ayam di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, terhadap
kewajiban sertifikasi halal tergolong sedang, ditandai dengan adanya kesadaran
hukum namun belum diikuti kepatuhan dalam memiliki sertifikat halal karena
kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal. Sementara itu, pemahaman



terhadap kesesuaian syariat penyembelihan tergolong baik, terlihat dari penerapan
rukun dan syarat penyembelihan sesuai syariat Islam dalam praktik penyembelihan
ayam. 2 ) Bahwa kesesuaian pelaku usaha potong ayam terhadap kesesuaian syariat
penyembelihan terbilang baik. Para pelaku usaha telah memahami dan menerapkan
rukun serta syarat penyembelihan sesuai syariat Islam, meskipun belum seluruhnya
memiliki sertifikat halal para pelaku usaha menunjukkan adanya keinginan untuk
mengajukan sertifikat halal. 3) Bahwa kesesuaian pelaku usaha potong ayam
terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
terbilang sedang, terutama terkait kewajiban sertifikasi halal dan ketentuan
penyembelihan sesuai regulasi. Meskipun demikian, para pelaku usaha telah
menerapkan proses penyembelihan, pengolahan, dan pendistribusian sesuai standar
halal, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum karena belum
mematuhi sertifikat halal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketakutan
akan biaya yang mahal, anggapan bahwa prosedur pengurusan rumit, serta
kekhawatiran akan penarikan pajak jika usaha mereka terdaftar secara resmi. Untuk
itu, diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dan pendampingan teknis dari
pemerintah guna meningkatkan kesadaran hukum serta memfasilitasi para pelaku
usaha dalam memperoleh sertifikat halal demi perlindungan konsumen.
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Halal product assurance has an important role in Indonesia, especially for
animal-based food products such as chicken meat, whose halal status is largely
determined by the slaughtering process. To provide legal certainty and protection
to the public, the government has established the obligation of halal certification
through Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. However, the reality
on the ground shows that many chicken slaughter business actors, particularly in
Karangrejo District, Tulungagung Regency, have not yet fulfilled the obligation to
have a halal certificate. This condition is suspected to be influenced by business
actors' low understanding of halal certification regulations, application procedures,
as well as the perception that the processing requires complicated steps and costs.

The focus and questions of this research are: 1) How is the Level of
Understanding of Chicken Slaughtering Business Actors in Karangrejo Subdistrict,
Tulungagung Regency, regarding the Obligation of Halal Certification? 2) How is
the Compliance of Chicken Slaughtering Business Actors with the Sharia
Slaughtering Regulations? 3) How is the Compliance of Chicken Slaughtering
Business Actors with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product
Assurance? The research method used is field research with a qualitative descriptive
approach.

Data were collected through observation and in-depth interviews with
chicken slaughtering business actors in the Karangrejo Subdistrict area. Data
analysis was conducted inductively to describe the level of understanding of
business actors regarding halal certification as well as the compliance with sharia
slaughtering regulations in the perspective of Law Number 33 of 2014 concerning
Halal Product Assurance.

The research results show: 1) That the level of understanding of poultry
business operators in Karangrejo District, Tulungagung Regency, regarding the
obligation of halal certification is considered moderate, indicated by legal
awareness but not yet followed by compliance in possessing a halal certificate due



to a lack of understanding about halal certification. Meanwhile, the understanding
of compliance with sharia slaughtering is considered good, evident from the
implementation of the pillars and conditions of slaughtering according to Islamic
law in the practice of chicken slaughtering. 2) That the compliance of poultry
business operators with sharia slaughtering is considered good. The business
operators have understood and applied the pillars and conditions of slaughtering
according to Islamic law, and although not all of them possess halal certificates, the
business operators show a willingness to apply for halal certification. 3) The
compliance of chicken slaughter business actors with Law Number 33 of 2014
concerning Halal Product Assurance is considered moderate, especially regarding
the obligation of halal certification and slaughtering regulations. Nevertheless, the
business actors have implemented slaughtering, processing, and distribution
processes according to halal standards, but they have not fully met legal provisions
as they have not yet obtained halal certification. The main obstacles found include
fear of high costs, the perception that the procedure is complicated, and concerns
about tax collection if their business is officially registered. Therefore, more
intensive socialization and technical assistance from the government are needed to
raise legal awareness and facilitate business actors in obtaining halal certificates to
protect consumers.
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